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1. 	 T eknologi lTIerupakan kebutuhan mutlak bagi negara - negara 
berkembang seperti Indonesia. Untuk dapat memaksimalkan tujuan 
pembangunan nasional yang bertumpu pada pembangunan 
ekonominya, Indonesia dituntut untuk mampu memanfaatkan 
teknologinya, baik itu teknologi sendiri maupun teknologi asing. 
Sebagai faktor pertimbangan dalam alih teknologi, Indonesia 
dinaruskan mampu untuk memaksima!kan IPTEKnya agara dapat 
mengolah se~diri hasil Sumber Daya Alam (SDA)nya dan 
memaksirr.a!akan Sunber Daya Manusi (SDM) yang ada untuk dilatih, 
dididik dan diberi ketrampilan agar pandai dalam pegelolaan & 
penguasaan teknologi. 
Sebagai pihak penerima teknologi dalam Alih Teknologi, Indonesia 
dtuntut untuk pandai memilah - milah teknologi yang masuk agar 
teknologi tersebut benar - benar merupakan teknologi yang tepat & 
bermanfaat. 
2. 	 Jaminan kepastian hukum bagi para investor dapat dijadikan days 
tarik, salah satu bukti yaitu dengan dikeluarkannya Undang - undang 
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didalamnya juga mengatur fasilitss-fasilits yang diberikan berupa 
insentif & jaminan. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik 
oleh pemerintah Indanonesia, maka akan tercipta iklim investasi yang 
sehat. Selain kelonggaran & fasilitss, UUPMA mengatur mengenai 
batasan - batasan bagi para investor yang bertujuan agar tidak terjadi 
dominasi oleh pihak asing. 
Perjanjian lisensi paten merupakan salah satu proses dari alih 
teknologi, dasar hukum yc'09 Undang - Undang Nomor 14 tahun 2001 
tentang PATEN. Dalam membuat perjanjian unsure kebebasam 
berkontrak merupaksn unsure panting, namur. kebebasan berkontrak 
menurut pasal 1320 KU H Perdata dapat disimpangi dengan UU 
PATEN apabila isi perjanjian tersebut merugikan. 
SARAN: 
• 	 Kebutuhan kita akan teknologi hendaknya jangan sampai membuat 
kits menjadi ketergantungan teknologi. Meskipun Indonesia belum bisa 
menciptakan sendiri teknologinya tetapi Indonesia harus terus 
berusaha dengan jalan meningkatkan ilmu pengetahuan dan skillnya 
melalui kegiatan Research & Development, pengembanga., dan 
penerapan IPTEK harus dimanfaatkan secara berarti dalam kegiatan 
ekonomi, sosial dan budayanya, sehingga memperkuat kemampuan 
Indonesia dalam menghadapi kerjasama dalam persaingan global. 
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• 	 Pemerintah Indonesia hendaknya campur tangan dalam praktek 
pengalihan teknologi di Indonesia yaitu dengan mengeluarkan 
peraturan - peraturan yang mengatur kebijakan - kebijakan politik 
maupun pelaksanaan teknisnya, mengingat bahwa alih teknologi tidak 
ter1epas dan masalah politik intemasional, sehingga per1u dibentuk 
atau dibuatkan undang - undang baru yang fungsinya untuk lebih 
mempetjelas dan mempertegas dan membuat lebih khusus lagi dalam 
hal mendorong pemasukan dan pengalihan teknologi serta menjamin 
pengalihan teknologi itu sendin dar. kepentingan nasional pada 
umumnya. 
Perusahaan multinasional menganggap bahwa peratufcat j - peraturan 
yang ada di Indonesia yang menyangkut penanaman modal sudah 
ter1alu banyak sehingga tidak jarang sering tetjadi kesimpangsiuran 
karena masing - masing departemen ataupun PEMDA akan membuat 
peraturan sendin - sandiri, misalnya peraturan mengenai besamya 
insentif yang ditafsirkan secara ber1ainan oleh berbagai lembaga 
pemerintah. sehingga hal yang urgen sekarang ini ialah menyusun 
peraturan yang merupakan pedoman. yang cukup terperinci bagi 
penanaman modal da:am berbagai kegiatan ekonomi agar para 
penanam modal asing tidak menjadi korban kesimpangsiuran. Se!ain 
itu per1u juga diperhatikan adanya keseimbangan per1akuan, baik itu 
menyangkut kspentingan negara penerima maupun negara pemilik 
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teknologi, karena meskipun negara pemilik teknologi merasa 
dibutuhkan tapi hal tersebut tidak boleh menjadikan mereka bertindak 
semaunya sendiri ( harus ada bargaining position ). 
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